ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi Legislasi Pada Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa
Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Kebonduren
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. yang ditulis oleh
Ika Diana Mustikasari, NIM.126103211107, Program Studi
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam,
UIN SATU Tulungagung, dibimbing oleh: Indri
Hadisiswati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi, BPD, Peraturan Desa, Kearifan Lokal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keterlibatan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kebonduren, Kecamatan
Ponggok, Kabupaten Blitar dalam proses penyusunan peraturan desa.
BPD yang seharusnya berperan aktif dalam fungsi legislasi desa,
seperti menyosialisasikan peraturan desa dan menampung aspirasi
masyarakat, belum menjalankan fungsinya secara optimal.
Akibatnya, banyak warga desa yang tidak mengetahui keberadaan
dan peran BPD sebagai lembaga penghubung antara masyarakat dan
pemerintah desa, serta sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan
desa. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya penerapan
peraturan desa yang seharusnya berbasis kebutuhan dan kearifan
lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana
Implementasi Fungsi Legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar? (2)
Apa Saja Peraturan Desa yang berbasis Kearifan Lokal di Desa
Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ? (3) Bagaimana
Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
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penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa
Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui
Implementasi Fungsi Legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok (2) Untuk Mengetahui
Peraturan Desa yang berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren
Ponggok Blitar (3) Untuk Mengetahui Optimalisasi Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa
Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Ponggok Blitar.

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan
pendekatan penelitian kualitatif, sumber data dari penelitian ini
adalah sumber data primer dan sekunder sementara teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi, kemudian teknik analisis data menggunakan penyajian
data serta penarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi
dari fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sudah berpegang
dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam implementasinya
BPD sudah membentuk Peraturan Desa yang sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat desa, BPD juga sudah
melakukan pengawasan pada proses penyusunan Peraturan Desa
supaya berjalan secara transparan dan akuntabel, namun masih
terdapat tahap yang kurang maksimal dalam penyebar luasan
Peraturan Desa sehingga masyarakat belum seluruhnya mengetahui
Peraturan desa hanya beberapa masyarakat saja. (2) Jumlah
peraturan Desa yang berbasis kearifan lokal yang ada di Desa
Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar masih sangat
terbatas. Peraturan yang sudah berlaku berjumlah satu peraturan
yang bersifat kearifan lokal vyaitu terkait dengan Pemakaman
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Desa.(3) Optimalisasi fungsi BPD dalam penyusunan Peraturan Desa
berbasis kearifan lokal di Desa Kebonduren dilakukan melalui
keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan legislasi, mulai dari
perencanaan hingga sosialisasi. Proses ini berlandaskan pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan
mengintegrasikan nilai-nilai lokal agar Perdes yang dihasilkan lebih
relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun telah dilakukan
berbagai upaya, optimalisasi ini masih menghadapi beberapa
tantangan di lapangan.
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ABSTRACT

Thesis with the title " Implementation of Legislative Function in
Village Consultative Body in Drafting Village Regulation
Based on Local Wisdom (Case Study in Kebonduren
Village, Ponggok District, Blitar Regency)". written by Ika
Diana Mustikasari, NIM.126103211107, State
Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia and
Islamic Law, UIN SATU Tulungagung, supervised by: Indri
Hadisiswati, SH, MH

Keywords: Legislative Function, BPD, Village Regulations, Local
Wisdom

This research is motivated by the lack of involvement of the
Village Consultative Body (BPD) of Kebonduren Village, Ponggok
District, Blitar Regency in the process of drafting village regulations.
The BPD, which should play an active role in the legislative function
of the village, such as socializing village regulations and
accommodating community aspirations, has not carried out its
function optimally. As a result, many villagers are not aware of the
existence and role of the BPD as a liaison institution between the
community and the village government, as well as a supervisor of the
implementation of village policies. This has an impact on the less
than optimal implementation of village regulations which should be
based on local needs and wisdom.

The formulation of the problem in this research is: (1) How is
the Implementation of the Legislative Function in the Village
Consultative Body in Kebonduren Village, Kebonduren District?
Ponggok Blitar Regency? (2) What are the Village Regulations based
on Local Wisdom in Kebonduren Village, Blitar District? Ponggok
Blitar Regency? (3) How to Optimize the Function of the Village
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Consultative Body in Drafting Village Regulations Based on Local
Wisdom in Kebonduren Village, District Ponggok Blitar Regency?

The purpose of this research is (1) To Know Implementation
of the Legislative Function in the Village Consultative Body in
Kebonduren Village, Ponggok District (2) To Know Village
Regulations Based on Local Wisdom in Kebonduren Village,
Ponggok, Blitar (3) To Know Optimization of Body Function Village
Deliberation in the Preparation of Village Regulations Based
on Local Wisdom in Kebonduren Village, Ponggok, Blitar.

The research uses an empirical research type with a
gualitative research approach, the data sources of this research are
primary and secondary data sources while the data collection
technique uses observation, interviews and documentation, then the
data analysis technique uses data presentation and drawing
conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The
implementation of the legislative function of the Village Consultative
Body in Kebonduren Village, Ponggok District, Blitar Regency has
adhered to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number
111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village
Regulations. In its implementation, the BPD has formed Village
Regulations that are in accordance with the needs and aspirations of
the village community, the BPD has also supervised the process of
drafting Village Regulations so that they run transparently and
accountably, but there are still stages that are not optimal in the
dissemination of Village Regulations so that not all people know the
Village Regulations, only a few people. (2) The number of Village
Regulations based on local wisdom in Kebonduren Village, Ponggok
District, Blitar Regency is still very limited. The regulations that are
already in force are one regulation that is local wisdom, namely
regarding the Village Cemetery. (3) Optimization of the BPD
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function in the preparation of Village Regulations based on local
wisdom in Kebonduren Village is carried out through active
involvement in all stages of legislation, from planning to
socialization. This process is based on applicable laws and
regulations and aims to integrate local values so that the resulting
Village Regulations are more relevant and beneficial to the
community. Although various efforts have been made, this
optimization still faces several challenges in the field.
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